
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 117 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENJABARA PE RUBAHA A GGARA PE DAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

Menimba n g 

Mengin gat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketent a n Pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor 9 Tahun 2022 ten tang Perub an Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu Anggaran 2 22, perlu 
menetapkan Peratu ran Bupati Tasikmalaya ten ang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan B an·a Daerah Tahun 
Anggaran 2022; 

1. Unda n g-Undan g Nomor 14 a hun 195 tentang 
Pem erintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Repuhli Indon esia 
Ta n 1950) sebagai ana telah diubah dengan Undang
Un ang N m or 4 Tahun 968 e tan Pembentukan 
Kabup t n Purwakart d an Kabupaten Su bang dengan 
M n gub Undang-Undang N m or 14 Tahu n 1950 tentang 
Pemerintah n Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi ~awa Barat (Lem baran Neoara Republik 
Indonesia Tahu n 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2 . Undang-Undan g Nomor 17 Tah un 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perben daharaan Negara (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Un dang-Undang Nomor 12 Tahun 
20 11 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang
Un dangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Nega ra Republik 
Indo esia N omor 6 80 1); 

6. Un dang-Undang Nomor 23 Tahun 20 4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem aran 
Negara Republik In donesia Nomor 5587) sebagaiman telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentan g Hubungan Keu angan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pem erintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 N mor 4 , 
Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 
6 757); 

7 . Undang Undang Repu blik Indonesia Nomor 1 Ta un 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Peme . tahan Daerah (Lem baran egara Republik 
Ind n esia Tahun 2022 Nomor 4, Ta mbahan Lembaran 
N ga ra Republik Indonesia Nomor 6757) ; 

8. Peraturan Pem erin tah Nomor 71 Tahu n 20 10 tentang 
tandar Akun tans i Pemerintahan (Lem baran Negara 

Republik In don esia Tahun 2010 Nom or 123, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5 165); 

9 . Peraturan Pemerintah Nom or 12 Tahun 2019 tentang 
Pen gelolaan Keu a n gan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 2 , Ta m bahan Lembaran 
Negara Re u blik Indonesia Nomor 6 322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 
2021 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 142); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

12 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 202 1 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanj a Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926) ; 



Menetapkan 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikrnalaya 
Tahun 2010 Nomor 7); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikrnalaya 
Tah n 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikrnalaya Tahun 2021 Nomor II); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nom or 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produ k Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya T un 
2016 Nomor 1); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pem ben tukan dan Susunan Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ta sikrnalaya 
(Lembaran Daerah Kabu paten Tasikrnalaya Tah n 2016 
Nomor 7) , sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan 
Da rah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 3 Tahu n 2021 
tentang Perubahan Kedua a tas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 7 Tahun 20 16 tentang 
Pemben tukan dan Susunan Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupa ten Ta ilanalaya 
(Lemba ran Daerah Kabu paten Tasikmalaya Tahun 2021 
Nom or 3); 

17. Perat ran Daerah Ka bupaten Tasikmalaya omor 10 
Tahu 2021 ten tang An ggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 202 1 Nomor 10); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor Tahun 
2022 ten tang Perubahan An ggaran Pen dapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 202 1 Nomor ); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2022. 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikrnalaya. 
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
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4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawa b n , dan pengawasan keuangan daerah. 

6. Penerima an Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
7. Pengeluaran Daerah adalah u ang yang keluar dari kas Daerah. 
8. P n dapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui s ebagai 

enambah nilai kekayaan bersih d alam periode tahun anggaran berkena 
9 . Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribu s i wajib 

ke a a Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan im balan 
sec a langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi s ebesar
besarnya kemakmuran r akyat. 

10. Keuangan Daerah adalah semua h ak dan kewajiban daerah dalam rangka 
pen el nggaraan p erintah daerah yang dapat dinilai deng n uang 
termasu k didalamnya gala ben tuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan ke ajib aerah. 

11. Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah yang selanju tnya dising at APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

12. Bela j a Daerah a alah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pen gurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berken aan. 

13. Pembiayaan adalah setiap penerim aan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengel aran yang akan diterima kembali, baik pada tahu n anggaran 
berkenaan m au pun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

14. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan s ebagai petunjuk dan 
arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan 
penetapan APBD. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar 
Rp3.273.846.205.824,00 bertambah sebesar Rp180.900.697.404,00 sehingga 
menjadi Rp3.454 .746.903.228,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah 
1. Semula 
2. Bertambah/ (Berkurang) 
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan 

b. Belanja Daerah 
1. Semula 
2. Bertam bah / (Berkurang) 
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan 

Rp3.130 .205.287.062,00 
Rp128.614.393.631,00 
Rp3.258.8 19.680.693,00 

Rp3.221.846 .205.824,00 
Rp202.400.697.404,OO 
Rp3 .424.246.903.228,00 



c. Pembiayaan Daerah 
1. Penerimaan Pembiayaan 

a} Semula 
b) Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah 
Perubahan 
2. Pengeluaran Pem biayaan 

a} Semula 
b) Bert bah/ (Berkurang) 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Setelah Perubahan 

ml Pembiayaan Neto setelah perubahan 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 
pe bahan 

Pasal3 

Rp143.640.918.762,00 
Rp52.286.303.773,00 

Rp195.927.222.535,00 

Rp52 . 000. 000 .000,00 
(Rp21 .500. 000.000,00) 

Rp30 .500.000.000,00 
Rp165.427.222. 5 ,00 

Rp.O,OO 
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Uraian lebih lanjut Peru bah an Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 2, te cantum 
dalam Lam . ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari P raturan 
Bupati, terdir i dari: 
a. Lampiran I 

b. Lam iran II 

c. Lampiran I I 

d. Lampiran V 

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VII 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, 
Pendapatan, Belanj a , dan Pembiayaan; 

Yang Diklasifikasi 
Rincian Objek, 

Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan 
Pemerin tahan Daerah, Organisasi, Program, Kegia tan, Sub 
Kegiatan, Kelom p ok, Jenis, Objek, Rin ian Objek, 
Pendapatan, Be anja dan Pem biayaan; 
Daftar Nama Penerima , Alamat Penerima , dan Besaran 
Hibah; 
Daftar Nama Pen erima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantua n Sosial; 
Daftar Nama Calon Pener ima, Alamat, Besaran Alokasi 
Bantuan Keu angan Bersifat Umum yang Diterima serta 
SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; 
Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 
Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten dan 
Kepada Pemerintah Desa; 
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

h. Lampiran VIII: Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, o rganisasi , 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 



1. Lampiran IX 

J. Lampiran X 
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Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, RIncian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ 
Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah 
tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah ten tang 
Pen·abaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 

Negara. 

Pasal 4 

Pela san aan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam era ran 1m 

ditu a gkan lebih lanju t dalam doku m en pelaksanaan anggaran sat an kerja 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pa sal 5 

Perat rail Bupati ini mulai b rlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seti p orang mengetahu inya, m emerin tahkan pengun danga eraturan 
Bupa . ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupate asikmalaya. 

20 22 

IKMALAYA, 

o 

'~LI."" .. aLI ZEN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 118. 
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